Menimbang :

Mengingat

BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR : 278/ KEP /V /2017

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2014-2018

BUPATI ENREKANG,

a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang Tahun 2014 - 2018
telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang Tahun 2014 - 2018;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, Rancangan Perubahan
Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang telah sesuai dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;

. bahwa Rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas

Ketahanan Pangan telah sesuai dengan  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Enrekang Tahun 2014 - 2018, sehingga perlu disahkan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan

Keputusan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Rebuplik Indonesia Nomor 1822);
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. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Sistem Perencanaan Partisipatif Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah
Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 14)

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Enrekang Tahun 2014 Nomor 7 );

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor
11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor
22);

Peraturan Bupati Enrekang Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Penyesuaian Nomenklatur Satuan kerja Perangkat daerah
Dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Enrekang Tahun 2014 - 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Mengesahkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018, sebagaimana

terlampir dalam Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

-4-

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud diktum KESATU
memuat :

. Visi;

Misi;

Tujuan;

Strategi;

Kebijakan;

Program; dan

N o oA w N e

Kegiatan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan,

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal

BUPATI ENREKANG

MUSLIMIN BANDO



